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GUBERNUR SULAWESI UTARA
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR |3 TAHUN 2023
TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI, SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH, BAGAN
AKUN STANDAR SERTA SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN

Menimbang:

Mengingat:

DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan optimalisasi

pelaksanaan anggaran perlu membentuk pedoman yang
mengatur mengenai kebijakan akuntansi, sistem akuntansi
pemerintah daerah, bagan akun standar serta sistem dan
prosedur pengelolaan keuangan daerah;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan
akuntansi pemerintah daerah yang didasarkan pada
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah, dan Bagan Akun Standar untuk daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan hurufb

perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan
Akuntansi, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Bagan
Akun Standar serta Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah.

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6736);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6736);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terahkir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi
Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6776);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533)sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322};

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

11.

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);
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12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, dan  Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun
2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI,

SISTIM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH, BAGAN AKUN
STANDAR SERTA SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH.

BAB
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

sl oS

Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Utara.

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan
hak dan kewajiban daerah.

Pengelolaan Kenuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian
transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta
penyajian laporan.

Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disingkat SAP, adalah
prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan
menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Kebijjakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-
konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh
suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan
keuangan.

Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD
adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan
elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi
sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan
daerah.
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak sebagai bendahara umum
daerah.

Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah
prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah dan merupakan rujukan penting bagi
penyusunan laporan keuangan, dan pemeriksa dalam mencari pemecahan
atas suatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan adalah output akhir dari suatu proses akuntansi yang
dilaksanakan di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah. Laporan keuangan merupakan laporan yang
terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang
dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan
yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer,
surplus/ defisit- LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan
anggaran, yan masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya
dalam satu periode.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat
LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan
SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan
SAL akhir.

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu
entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas pada tanggal tertentu.
Laporan Operasional yang selanjutnya di singkat LO adalah laporan yang
menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan
entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan - LO, beban dan
surplus /defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya
disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang
menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan
setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas
pada tanggal pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah
laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang
terdiri  dari ekuitas awal, surplus / defisit-LO, koreksi dan ekuitas
akhir.

Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CalLK adalah
laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci
atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO,
LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Entitas Pelaporan adalah unit kerja pemerintah yang terdiri dari satu atau
lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa
laporan keuangan.

Entitas Akuntansi adalah unit kerja pemerintah pengguna
anggaran/pengguna barang yang berkewajiban menyelenggarakan
akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada
entitas pelaporan.

Unit kerja pemerintahan adalah pengguna anggaran/ pengguna barang
yang berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi (SKPD) Sulawesi
Utara.
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Bagan Akun Standar, yang selanjutnya disingkat BAS, adalah kode
rekening perkiraan buku besar akuntansi yang terdiri dari kumpulan akun
nominal dan akun riil secara lengkap yang digunakan di dalam pembuatan
jurnal, buku besar, neraca lajur, neraca saldo, dan laporan keuangan.
Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi
dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa terjadi, tanpa
memperhatikan kas atau setara kas telah diterima atau dibayar.

Basis Kas adalah basis akuntansi yan mengakui pengaruh transaksi dan
peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan
suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan
menjadi bagian yang melengkapi unsur yang akan termuat pada laporan
keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan
memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.

Pengungkapan adalah penyajian secara lengkap informasi dalam laporan
keuangan untuk kebutuhan pengguna.

"BABII
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 2

Komponen Kebijakan Akuntansi terdiri atas:

a.
b.
c.

(2)

(3)

(4)

Kerangka Konseptual;
Kebijakan Akuntansi Laporan Keuangan; dan
Kebijakan Akuntansi Akun.

Pasal 3

Kerangka konseptual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a

memuat prinsip akuntansi dasar dalam penyusunan dan penyajian laporan

keuangan serta berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah

akuntansi yang belum dinyatakan baik dalam Standar Akuntansi

Pemerintahan maupun dalam Kebijakan Akuntansi terkait akun laporan

keuangan.

Kebijakan Akuntansi Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 huruf b memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan

serta berfungsi sebagai panduan dalam proses pelaporan keuangan.

Kebijakan Akuntansi Akun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c

mengatur pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi atau

peristiwa setiap akun sesuai dengan PSAP atas:

a. Pemilihan metode akuntansi atas kebijakan pengakuan dan/atau
pengukuran di SAP yang memberikan beberapa pilihan metode;

b. Pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan pengakuan dan/atau
pengukuran yang ada di SAP; dan

c. Pengaturan hal-hal yang belum diatur SAP.

Kebijakan Akuntansi sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3 adalah

sebagaimana tercantumn dalam Lampiran sebagal bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



BAB III
SISTEM AKUNTANSI

Pasal 4

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas:

a.
b.

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

sistem akuntansi SKPD; dan
sistem akuntansi SKPKD.

Pasal 5

Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a
mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas
pendapatan-LO, beban, pendapatan LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas,
penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD.
Sistem Akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Sistem akuntansi SKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b
mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas
pendapatan-L.O, beban, pendapatan LRA, belanja, transfer, pembiayaan,
aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan
keuangan SKPKD serta penyusunan laporan keuangan konsolidasi
pemerintah daerah.

Sistem akuntansi SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
BAGAN AKUN STANDAR

Pasal 7

BAS merupakan pedoman bagi pemerintah Provinsi dalam melakukan
kodefikasi akun-akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan
secara lengkap.

BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas level 1 sampai dengan
level 6, meliputi;

a. Level 1 (satu) menunjukkan kode akun,

b. Level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok;

c. Level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis;

d. Level 4 (empat) menunjukkan kode obyek;

e. Level 5 (Lima) menunjukkan kode rincian obyek dan

Level 6 (Enam) menunjukkan kode sub rincian obyek.

BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan didalam pencatatan
transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar dan
pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan.
BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum
dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

loe]



BABV
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 8

Dalam Sistim dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah ini yang dimaksud

dengan:

(1) Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah;

(2) Peraturan Gubernur yang selanjutnya disebut Pergub adalah Peraturan
Gubernur Sulawesi Utara; dan

(3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan
Perda.

Pasal 9

Ruang lingkup Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah ini meliputi:
Pengelola keuangan daerah;

APBD;

Penyusunan rancangan APBD;

Penetapan APBD;

Pelaksanaan dan penatausahaan;

Laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD;
Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
Penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,;
Kekayaan daerah dan utang daerah;

Badan layanan umum daerah;

Penyelesaian kerugian keuangan daerah;

Informasi keuangandaerah; dan

Pembinaan dan pengawasan.
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Pasal 10

Sistim dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud
pada Pasal 8 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur yang
mengatur mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku lagi.



Pasal 12

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal : 21 Se?{:embe,r 2023

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

VO

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
Pada tanggal : 21 Se?’cember 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

SATEVE H. A{ AEPEL
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2023 NOMOR 1§



